
5. llndar'g-Unrang Nomor 10 Tahcn 2'.l04 ,entans Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(L2111i aran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lernbaran Negara 

Repi.: .. ,i< lno..,nesia Nomar 4389): 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 43551: 

3. Undang-Undang Namer 17 Tahun 20(13 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

lndor::sia Tahun 2003 Nemer 47, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 

4286 

2. Undiong-Und,1ng Nemer 1::: Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Repi.blik lrrtonesia Tahun 1985 Namer 68. Tambahan Lembaran Negara Reµublik Indonesia 

Nornor 3312) sel.aqaimana telah diubah cenoan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1994 tentang 

Perubahan atas Jndang-Gndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dah Bangunan 

(Lembaran Negar'.I Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 356!1); 

1. Undan<J·l.Jndang Nomer 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 

\Nila;ah rJaerah-daerah Tingkat I 8ali, Nusa Tenggara Baral dan Nusa TenJgara Timur 

(Lerrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nemor 122, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik lnr'onesia Nemor 1655); 

Mengingat 

Mrn,rnbang bahvza 1 ierneru 'ii ketentuan Pasal R Psraluran Daerah Nemer 1 Tahun 2011 tentany Anggaran 

Pendap: ·3n dan Belan.a Daerah Tat.un .'\nggaron 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

P2n1ar". ,: . Ar ,Jaran Pcndapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

BUPATI BANGLI, 

DENGAN RAHMAT TLJHAN YANG MAHA ESA 

PENJf'BARAN ANCGARAN PE.NDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011 

fEIHANG 

PERATURAN t3UPATI BANGLI 

NOMOR 3 TAHUN 20·11 

BUPATI BANGU 



. 
Umum (Lembaran Negara Republik lndmesia Tahun 2005· Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Nega1 a Repubiik lnJonesia Nemer 4502): 

14. Peraturan Perner.ntah Nomor 23 T ahun 2005 tenta'ly Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 

13 Perauran Pemerintah No11or 24 Tal,un 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pim~ nan ran Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndot esia T'311un 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Neg:;ira Republik Indonesia Nomor 

441 (:: sebaq urnana telah diubah beterapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 20J7 tentang Pt.:r•ibahan Ketiga Alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Le nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Repubtik lndonesia No:nor 4712): 

12 Per,, .iran Pemenruan Nomor 1 C,9 T ahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan Kepa'a Daerah 

dan hdkil Kepala Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tarnoa.ian L ernbaran Negara Republ'k Indonesia Nomor 4029); 

11 Per,,:uran riemerinlah Nomor 10£ Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 

f;at c11l (L -,rnbarrn Negara Reput.lik Indcr.esia Tahun 2000 Nornor 209, Tambahan Lernbaran 

Rq. ::·lik . ,Jcnesi:i Nemer 4028): 

10. Undang-L'ndang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tat.un W09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 5049): 

9. Uncang-U 1dang Nomor 33 Tahun 2004 tentanq Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah 

Pus it dan Pemerintahan Daerah (Lembarar' Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

12t, Tambahan Lernbaran Negara Republik 'noonesia Nomor 4359); 

8. Unrlang-l 'ndang Nomor 32 "ahun 2004 IEnlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Renublik lndonesin Tahun 2004 No.r.or 125, Tambahan Lembaran l~egara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas l;ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lernbaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Nega,a (Lembaran N<!gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44CO); 



25. Peraturan Menteri Dalam Negen Nornor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2011; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daercn, sebaqairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007 1entang Perubshan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pcdomar Pengelolaa11 Keuanqan Daerah; 

23. Peuturan f-'emerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi 

Pemerintah .ternbaran Ner,ara R£publik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara REpublik Indonesia No.nor 4614); 

22. Pereturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

atas Pe, .yelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

20~ •i Nornor 165, Tambahan Lembaran Neg&ra Republik Indonesia Nomor 4593): 

21. Pe· sturan 2 .. merintah Nomor E5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

St2 rear Pelayanan Minimal (t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 150, 

Tambaha. 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585); 

lnc .nesu. Nomor 45781. 

20 Peraturar Peme,intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Ne ;ara kepub!1k Indonesia Tahun 2005 Nornor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik 

19. Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T .ihun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4577); 

18. Pe.alura t Pernermtah Nomor 56 Tahun 201)5 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 

(L, moaran Negara Republik lndoresia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4567); 

17. Peraturan Pernerntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara 

Pef'ublil<. Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

16. PE:raturar, Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Oaerah (Lembaran Negara 

Ri:publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575): 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4503); 



2. Belan1a Daerah 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 315.436.008.484,36 

2) Belanja Sunga Rp. 0,00 

3) Be:lanja Subsidi Rp. 165.000.000,00 

4) Belanja Hibah Rp. 6.349.444.652,96 
5) Bllanja Bantuan Sosial f1p. 6.310.500.000,00 
6) B~lanja Bagi Hasil Rp. 1.576.911.809,40 
7) Be,anja Bantuan Keuangan Rp. 34.533.856.000,00 

8) 8?lan1a Tidak Terduga Rp. 1.133.392.055,00 

Rp. 365.507. 113.001,72 

b aelanj 3 Lang sung 

1) Belanja Pegawai Rp. 18.484.245.162,00 

2) Be,anja Barang dan Jasa Rp. 73.284.265.570,00 
3) BelJnja Modal Rp 110 166.154.685,00 

Rp. 201.934.665.417,00 

Jurnlah Belanja Rp. 567.441.778.418, 72 
Def;it Rp. (4 7.846.686.459,00) 

3 r, ·11b12y ,an · 

a Penermaan R;,. 49.E46.686.459,00 
b Pengeluarar Rp 2.000.000.000,00 
J .. mlah Pembiayaan Neto Rp. 47.846.686.459,00 

S, .a lel ih pemhiayaan anggrrar. tahun berkenaan Rp O.QQ . 

Rp 519.595.091.959,72. 

22.000.000 .000,00 

3G9.223.272.402,00 

128.371.819.557.72 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

a. Pendapalan Asli Darrah 

b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yarg Sah 
Jumlah Pendapatan 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Brlanja Oaerah fahun Anggaran 2011 terdiri alas: 

1. Pendapatan Daerah : 

ti1enltapkan: PERATURA,~ BUP.\TI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAE RAH TAl-iUN ANGGARAN 2011. 

MEMUTUSKAN : 

26. f ::ratur;i11 Jaerah Kabupaten E.a11gli Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Prndapatan dan 
. '3n1 . Oaer2h T1hun Ang~3ra.1 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 



SERITA DAERi\H KABUPATtN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 3 

I WAYAN SUTAPA 

Diundangkan di Bangli 

pada tanggal 19 Januan 2011 

SEKRETARIS DAERAi: KABJPATEN BA.mu, 

I MADE GIANYAR 

y~·· 

Ditetapkan di Bangli 

pada tanggal 19 Januari 2011 

BUPATI BANGLI, 

Agdr setiap oranq mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berit-3 Daerah Kabupatsn Bangli. 

Pasal 6 
Peraturan Buoati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjal:>aran APBO yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
perund J ng-ur.dangar,. 

Pasal4 
l.ampiran seoaqaunana dirnaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran A~BD ssbaqaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 

Peratursn Bup2ti 1ni. 

Pasal 2 

Ringkaoa,1 Perjab uan APBD sebaqairnana dirnaksud dalam Pasal 1 tercantum dalarn Lampiran I 

Peraturan Bupaf ini. 


